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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai pemanfaatan Dana Desa dalam Penggunaan Dana Desa (DD) 

Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Lembuak Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Pengelolaan keuangan Dana Desa yang ditetapkan oleh pemerintah 

Desa Lembuak sudah sesuai dengan UU Desa no 6 tahun 2014 maupun 

ketentuan-ketentuan yang berlaku.Dana Desa berasal dari pajak dikelola 

oleh pemerintah desa dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang 

Proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari 

tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan 

Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat 

mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah,sementara Pelaksanaan 

pertanggung jawaban Dana Desa oleh pemerintahDesa secara teknis 

maupun administarsi sudah baik. Dengan melihat pelaksanaan, kemanfaatan 

dari Dana Desa dalam pembangunan serta keterlibatan masyarakat dalam 

pemanfaatan Dana Desa. 

 

 



 

58 
 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat memberikan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Lembuak Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat dalam hal pemanfaatan Dana 

Desadalam  

1. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait 

dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara penggunaan 

Dana Desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa 

memiliki kompetensi maupun pengetahuan  yang memadai dengan 

pengguanaan Dana Desa sesuai Undang-undang dan peraturan 

yang berlaku. 

2. Dalam menjalankan program pembangunan, pemerintah desa tidak 

hanya melibatkan instansi terkait, tetapi perlu juga melibatkan 

masyarakat desa. 

3. Kepada peneliti selanjutnya kiranya dapat menjadi bahan 

pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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